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Abstract 

The urgency of this research came when the Covid-19 pandemic broke out in Indonesia. The Covid 

pandemic not only attacked human health, but also significantly impacted the economy. In the year Covid-19 

emerged, economic growth in Indonesia fell by -2.07% in 2020. The decline in economic growth was due to 

the gap between public debt and state revenues, resulting in a fiscal deficit. Various policies have been 

implemented to increase economic growth and close the fiscal gap, such as the national economic recovery 

program, circular economic empowerment, and green economy penetration. Which programs are 

considered to be able to increase economic growth in the financial health corridor or furthermore the 

program is a renewable step to achieve financial sustainability. This study tries to answer the current 

conditions in Indonesia, namely is Indonesia still in distress? Or has Indonesia slowly recovered? Or has 

Indonesia moved towards economic sustainability? To answer these research questions, researchers used 

the Central Java Regency/City Government Financial Report for 2020-2022 as a tool and population in this 

study. The research sample was selected using purposive sampling. The data source was obtained through 

the bpk.go.id website. For data analysis, researchers used SPSS 26 software. The results of the research 

conducted by the study indicate that Indonesia's current economic growth is reflected in financial health 

conditions. In addition, through various national economic recovery programs, Indonesia has been able to 

overcome financial distress conditions. However, economic growth in Indonesia unfortunately has not 

projected a state of financial sustainability.  
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara berkembang yang selalu 

senantiasa melakukan pembangunan disegala bidang. 

Negara berkembang merupakan negara yang 

memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, masalah 

perekonomian yang banyak (Raza et al., 2024), juga 

rendahnya pembangunan infrastruktur guna 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Alhasil, 

dalam mewujudkan negara yang berlandaskan pada 

kesejahteraan masyarakat, negara harus dapat 

meningkatkan pembangunan dengan cara berinovasi 

disegala bidang (ALshubiri, 2024). Untuk mencapai 

suatu negara yang berkesejahteraan, maka hal ini 

memerlukan kontribusi yang besar dari segala bidang 

(ALshubiri dan Al Ani, 2024); (Yap, 2024); (Li and 

Zhu, 2023). 

Namun, hasil kontribusi yang diharapkan oleh 

masyarakat terhambat yang diakibatkan karena 

adanya pandemi terjadi di Indonesia. Pandemi ini tak 

hanya berdampak pada sisi kesehatan, juga 

berdampak pada krisis ekonomi (Agyemang et al., 

2023); (Diab, 2024); (Aduhene and Osei-Assibey, 

2021). Di Indonesia, krisis ekonomi ini 

ditunjukkan dengan adanya penurunan 

pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07% 

(www.kemenkeu.go.id).  Pertumbuhan ekonomi 

merupakan proses perubahan kondisi suatu negara 

secara terus-menerus menuju keadaan yang lebih 

baik dalam jangka waktu tertentu (Li et al., 2023). 

Hal ini juga dapat diartikan sebagai peningkatan 

kapasitas produksi suatu perekonomian, yang 

tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional. 

Di era globalisasi ini, pertumbuhan ekonomi 

sering dianggap sebagai indikator keberhasilan 

pembangunan ekonomi dan menjadi salah satu 

tolok ukur pencapaian kemajuan perekonomian 

suatu negara (Adetokunbo and Yusuf, 2024). 

Kesejahteraan suatu negara dapat diukur dari 
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sejauh mana negara tersebut mampu menciptakan 

perekonomian yang terus berkembang dengan baik 

(Tunio et al., 2024); (Ramirez, 2024); (Onyango, 

2024). Indonesia, sebagai negara yang sedang 

berkembang, dengan berbagai target yang diharapkan 

oleh masyarakat serta beberapa target yang secara 

khusus diharapkana oleh pemerintah pemerintah,  

diharapkan kedua belah pihak dapat bersinergi untuk 

mewujudkan perekonomian yang lebih matang. 

Seperti yang telah dibahas pada alenia 

sebelumnya, tujuan bersama untuk mewujudkan 

kematangan kondisi perekonomian saat ini harus 

tertunda dan belum dapat terealisasi dengan baik. 

Krisis ekonomi akibat pandemi ini menimbulkan 

distress pada sektor keuangan, yang mana kondisi ini 

mendapat gangguan yang menghambat fungsi 

intermediasi sektor keuangan (Kalra, 2010). Kondisi 

distress ini seringkali disebut dengan financial 

distress. Financial distress merupakan 

ketidakmampuan pemerintah pada setiap kegiatan 

berdasarkan kebijakannya, baik dalam kegiatan 

operasi, utang, pembangunan, serta infrastruktur 

lainnya dalam memenuhi tujuan pelayanan kepada 

masyarakat, sesuai standar mutu yang telah 

ditetapkan (Jones and Walker, 2007), menjelaskan 

financial distress diartikan sebagai ketidakmampuan 

untuk menyediakan layanan di tingkat yang sudah 

ada berdasarkan standar pelayanan mutu yang telah 

ditetapkan. Alasan yang menjelaskan mengenai 

kondisi financial distress ialah kurangnya sumber 

daya pada sebuah organisasi dan keterampilan 

manajerial yang yang dapat memberikan pengaruh 

ketidakmampuan untuk memberikan layanan 

berkualitas dalam menghadapi kondisi yang berubah 

(Jones and Walker, 2007) 

Perubahan kondisi ini menimbulkan tekanan 

financial distress pada pemerintah daerah, yang 

mana hal tersebut dapat menyebabkan penurunan 

pengeluaran pemeliharaan dalam memenuhi 

infrastruktur dan penurunan investasi modal pada 

infrastruktur untuk mendanai pengeluaran lain 

(Ulrich et al., 1991). Untuk memberikan layanan 

kepada masyarakat, pemerintah daerah diharapkan 

dapat berinvestasi dalam bentuk infrastruktur serta 

dapat memeliharanya. Investasi pemerintah daerah 

dalam menghadapi tekanan financial distress adalah 

investasi publik dalam artian pemerintah daerah yang 

tercermin dengan belanja modal (Jones and Walker, 

2007). Financial distress pada pemerintah daerah 

selain dapat dilihat dari faktor keuangan dapat juga 

dilihat dari karakter pemerintah daerah dalam 

menjalankan kepemerintahannya berdasarkan faktor 

internal dan eksternal pada daerah tersebut (Trumbo 

et al., 2016). Karakteristik pemerintah dapat dilihat 

dari pengukuran tingkat kemandirian pemerintah 

tersebut dalam mengelola dana yang ada agar 

belanja modal memiliki persentase yang cukup 

besar, bagaimana pemerintah mengalokasikan 

sesuai dengan jumlah penduduk pada daerah 

tersebut, pemekaran wilayah pada daerah tersebut 

yang tentu akan menambah jumlah beban yang 

ditanggung, serta luas daerah tersebut sehingga 

pembangunan dan infrastruktur dapat 

direalisasikan dengan baik  (Trussel dan Patrick, 

2013). 

Merujuk pada pembangunan infrastruktur, data 

realisasi menunjukkan kondisi yang semakin 

membaik belakangan ini. Berita terbaru 

menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi cukup 

stabil selama dan pasca terjadinya covid-19 

(Ma’rifah, 2022). Stabilitas keuangan ini terjadi 

pada saat kondisi suatu negara berada pada 

kondisi sehat keuangan atau financial health. Hal 

tersebut merupakan topik yang selalu berkembang 

dan menjadi perhatian banyak kalangan sejak 

krisis keuangan yang terjadi pada tingkat nasional 

maupun internasional beberapa tahun ke 

belakang. Krisis keuangan selama covid ini di 

Indonesia disebabkan oleh pandemi yang 

menyebabkan goncangan eksternal melalui nilai 

tukar yang berdampak terhadap stabilitas 

perbankan domestik dan berujung pada krisis 

multi dimensi. Ketidakstabilan ini menyebabkan 

domino effect terhadap solvabilitas dan likuiditas 

lembaga-lembaga keuangan di negara-negara 

tersebut. Ketidakstabilan yang terjadi pada sektor 

keuangan menimbulkan dampak buruk yakni 

hilangnya kepercayaan masyarakat pada fungsi 

intermediasi lembaga keuangan, menurunnya 

pertumbuhan ekonomi, dan biaya pemulihan 

akibat krisis sangatlah besar. Oleh sebab itu, 

stabilitas keuangan menjadi penting untuk dikaji 

sebagai salah satu langkah preventif dalam 

berbangsa dan bernegara. 

Langkah preventif ini jika dilakukan secara 

konsisten maka akan menghantarkan indonesia 

pada keadaan finansila yang berkelanjutan. 

Financial sustainability. Keberlanjutan keuangan 

atau financial sustainability merujuk pada 

kemampuan pemerintah untuk mempertahankan 

kestabilan keuangan negara dan menyediakan 

layanan publik dalam jangka panjang, dengan 

memperhatikan berbagai faktor terkait kebijakan 

pendapatan dan belanja, beban pembayaran utang, 

serta kondisi sosial ekonomi dan lingkungan di 

masa depan. Dalam jangka pendek dan menengah, 

strategi pengelolaan pendapatan dan pengeluaran 

yang berkelanjutan harus didasarkan pada asumsi-
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asumsi ekonomi makro yang hati-hati, 

memperhatikan analisis risiko, dan memperhitungkan 

keterbatasan keuangan yang ada. Oleh karena itu, 

pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien 

dapat mengakibatkan ketidakberlanjutan keuangan 

daerah, sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam 

menyediakan layanan yang berkualitas bagi 

masyarakat. Irvine & Ryan (2019) menyebutkan 

bahwa organisasi yang lebih besar, dengan potensi 

efisiensi biaya yang lebih tinggi, cenderung lebih 

mampu mencapai keberlanjutan finansial dan 

menghadapi ketidakpastian terkait pendanaan dari 

pemerintah. Sementara itu, Bisogno et al. (2019) 

menegaskan bahwa pemantauan dan evaluasi 

terhadap kondisi keuangan daerah sangat penting 

untuk menciptakan keberlanjutan pemerintah daerah, 

mulai dari sumber pembiayaan hingga 

pendanaannya. 

Beberapa penelitian telah membahas secara 

parsial mengenai financial health, financial distress, 

maupun financial sustainability dengan berbagai 

metode penelitian. Namun, penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan tersebut mayoritas dilakukan secara 

terpisah dan kebanyakan dilakukan pada sektor 

perbankan maupun sektor bisnis. Penelitian ini 

merupakan penelitian pertama yang mencoba 

menjawab hubungan antara ketiga variable tersebut 

terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

saat ini.  

Studi ini memberikan beberapa kontribusi. 

Pertama, memberikan kontribusi untuk 

pengembangan akuntansi dan audit di 

lingkungan pemerintahan, yang mana artikel ini 

diharapkan dapat memberikan jawaban secara 

empiris mengenai pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi di Indonesia belakangan ini. Kedua, 

memberikan kontribusi kepada pemerintah agar 

pemerintah dapat memutuskan kebijakan dan 

tidak skeptis dalam menyusun prosedur dan 

penganggaran pendanaan di Indonesia. Ketiga, 
memberikan kontribusi kepada masyarakat guna 

meningkatkan kesadaran untuk mengawasi 

daerah-daerah agar pertumbuhan ekonomi 

berjalan stabil. menghasilkan salah satu studi 

pertama yang membahas kesehatan keuangan di 

tingkat lokal, 

mengukurnya dengan merujuk pada empat 

dimensi solvabilitas, yaitu solvabilitas kas, 

solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka 

panjang, dan solvabilitas tingkat layanan 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi. Jenis data 

yang digunakan adalah data sekunder berupa 

laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan 

keuangan pemerintah daerah (LKPD) se-Jawa 

Tengah tahun 2020-2022 dan data publikasi Balai 

Pusat Statistik (BPS) berupa jumlah penduduk. 

Populasi pada penelitian adalah pemerintah 

kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada periode 

anggaran 2020-2022 sebanyak 29 Kabupaten dan 

6 Kota di Indonesia. Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oeh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan sampel 

jenuh, yang mana menurut Sugiyono (2009), 

sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Berikut merupakan definisi operasional 

variabel dan pengukurannya: 

 

Tabel 1. Definisi Operasional dan 

Pengukurannya 
Variabel Definisi 

Operasional 

Rumus 

Economic 
Growth 

 Growth Domestic Bruto 

Financial 
Distress 

(FDT) 

Financial 
Distress 

adalah 
ketidakmam

puan 

pemerintah 

daerah untuk 
dapat 

memenuhi 
kebutuhan 

daerahnya 
yang 
diakibatkan 

adanya 
penurunan 

ekonomi.  

1. Budget Solvency 

𝐵𝑆 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒
 

2. Financial Performance of the Budget 

𝐹𝑃𝐵

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
 

3. Financial Performance of the Fund Equity 

𝐹𝑃𝐹 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑢𝑛𝑑 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

4. Regional Financial Efficiency 

𝑅𝐹𝐸 =
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
 

Financial 
Health 

Kondisi 
keuangan 

adalah 

kemampuan 

dari sebuah 
organisasi 

untuk dapat 
memenuhi 

kewajiban 
keuangannya 

secara tepat 
waktu. 

1. Solvabilitas Jangka Pendek 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘 =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

2. Solvabilitas Jangka Panjang 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 =
𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛
 

3. Solvabilitas Anggaran dan Solvabilitas 

Operasional 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐿𝑅𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐿𝑂

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛
 

4. Fleksibiltas Keuangan 

𝐹𝑙𝑒𝑘𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐿𝑂 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝐴𝐾 𝐿𝑂

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 + 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖
 

5. Solvabilitas Layanan 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑂

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
 

6. Kemandirian Keuangan 

𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐷 𝐿𝑂

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛
 

Financial 
Sustainabilit

y 

 FNS = Operating Income – Operating Expense 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil penelitian 

Berikut merupakan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti: 

Model B t  Sig. 

Constant 11.566 2.600 0.011 

FDT -2.038 -1.858 0.066 

FCH -8.198E-7 -2.304 0.023 

FS 2.365E-12 1.466 0.146 

Sumber: Data diolah, 2024 

3.2. Pembahasan 

Berdasarkan data yang telah dihimpun dan diuji 

oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa: 

a. Financial health berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi 0.011 

< 0,05; yang artinya financial health 

mampu mencerminkan kondisi Indonesia 

saat ini. Sesuai dengan definisi yang telah 

peneliti paparkan sebelumnya bahwa 

kesehatan keuangan atau yang seringkali 

disebut dengan kondisi keuangan adalah 

suatu kemampuan negara untuk memenuhi 

kewajibannya dengan sumber daya yang 

tersedia saat ini (Cuadrado-Ballesteros and 

Bisogno, 2022). Jika berbicara dan 

bercermin dalam sektor publik, Kesehatan 

keuangan adalah kemampuan suatu entitas 
sektor publik untuk menyediakan layanan 

public sekaligus mampu untuk memenuhi 

kewajiban mereka saat ini dan masa depan 

(Brown, 1993; Kloha dkk., 2005; Zafra-

Gómez dkk., 2009a, b, c; López-

Hernández dkk., 2012; García-Sánchez 

dkk., 2014; Cabaleiro dkk., 2013; Bisogno 

dkk., 2019; Cuadrado-Ballesteros dan 

Bisogno, 2018). Yang artinya bahwa 

kondisi keuangan Indonesia saat ini berada 

pada kondisi sehat. Mengingat bahwa 

Kesehatan keuangan sulit untuk 

direpresentasikan karena memiliki konsep 

abstrak yang tidak mudah untuk diamati. 

Peneliti mencoba menggunakan 

pendekatan dengan merujuk pada empat 

dimensi solvabilitas yakni solvabilitas kas, 

solvabilitas anggaran, solvabilitas 

jangka Panjang, dan solvabilitas 

Tingkat layanan. Untuk memastikan 

dan memperkuat kondisi Kesehatan 

Kabupaten/ Kota merupakan salah satu 

target penting dalam SDGs. Dengan 

berkembangnya suatu negara maka 

akan meningkatkan kekuatan 

urbanisasi, sehingga permintaan 

layanan publik dan utilitas dari 

Kabupaten/Kota meningkat dari hari ke 

hari. Melalui beberapa berita yang telah 

diunggah, didapatkan informasi bahwa 

Kabupaten/ Kota telah mampu untuk 

meningkatkan pendapatan guna 

memenuhi komitmen dan kewajiban 

layanan kepada Masyarakat, seperti 
Pembangunan bendungan, fly over, 

underpass, dan lain sebagainya. Temuan 

penting lainnya dalam penelitian ini 

yakni Kabupaten/ Kota yang berada di 

Jawa Tengah memiliki solvabilitas kas 

yang lebih dari cukup dan solvabilitas 

jangka Panjang yang positif dengan 

kewajiban jangka Panjang yang wajar 

per kapita untuk beberapa Kabupaten/ 

Kota karena terbatasnya kewajiban 

eksternal yang ada dan mampu 

membayarnya, sehingga pemerintah 

daerah dengan cepat dapat memperoleh 

pinjaman dalam dan atau luar negeri 

untuk meningkatkan kemampuan 

keuangan mereka dan segera memenuhi 

pengeluaran daerah tersebut. 
Selanjutnya, dalam kasus solvabilitas 

anggaran bernilai positif yakni 

ditemukan bahwa pengeluaran 

Kabupaten/ Kota tidak lebih besar 

daripada pendapatan yang mereka 

peroleh.  

b. Financial Distress tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

disebabkan karena dalam pengujian 

yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil 

analisis menunjukkan nilai signifikansi 

0.066 > 0,05; yang artinya kondisi 

financial distress tidak dapat 

mencerminkan keadaan Indonesia saat 

ini.  
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c. Financial sustainability tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

dikarenakan uji analisis membuktikan 

bahwa nilai signifikansi variable tersebut 

bernilai 0.146 > 0,05; yang artinya 

financial sustainability tidak 

mencerminkan kondisi perekonomian 

Indonesia saat ini. Setelah pandemi terjadi 

di Indonesia, keberlanjutan keuangan 

menjadi isu penting dalam manajemen 

sektor publik, tidak hanya pada tingkat 

pemerintah pusat, tetapi juga pada tingkat 

pemerintah daerah. Secara umum, 

pemerintah pusat menganggap kejadian 

resesi yang muncul saat ini sebagai suatu 

penghematan, sedangkan system 

pemerintah daerah memiliki respon yang 
berbeda. Selebihnya, isu terkait dengan 

keberlanjutan fiscal ini adalah ketahanan 

pemerintah dalam menghadapi guncangan 

secara eksternal. Dampak, adanya pandemi 

memberikan tekanan besar bagi 

pemerintah untuk meningkatkan 

pemulihan ekonomi dengan memastikan 

anggaran yang seimbang. Namun nyatanya 

kondisi perekonomian di Indonesia saat ini 

tidak mencerminkan financial 

sustainability. Hal ini dikarenakan kondisi 

structural ekonomi masih belum dapat 

terealisasi dengan sempurna. Dari data 

yang telah dihimpun oleh peneliti 

ditemukan bahwa dalam rangka 

mempercepat pertumbuhan ekonomi, 

pemerintah  daerah melakukan pinjaman 
untuk membiayai dan melakukan 

pelayanan kepada Masyarakat saat ini, 

sehingga hal ini jika dilakukan secara terus 

menerus maka akan memperburuk kondisi 

pemerintah daerah dan berimbas pada 

penumpukan biaya kepada generasi 

mendatang dan pelayanan yang tidak 

optimal di masa depan. Dalam hal ini, 

pemerintah daerah yang seharusnya 

melakukan system desentralisasi belum 

sepenuhnya mandiri dalam melaksanakan 

kewajiban pemerintahannya. Selain itu, 

kondisi keuangan saat ini dinilai 

menambah beban kepasa masyarakay yang 

dapat dilihat dari ekuitas antar generasi. 

Yang mana ekuitas anar generasi ini 

dianggap sebagai salah satu factor 

penting dalam menilai kelaykan 

keuangan di masa depan dalam rangka 

menyediakan pelayanan kepada publik. 

Selain itu, pada kenyataannya masih 

banyak  daerah yang bergantung pada 

dana transfer dari pemerintah, yang 

mana hal ini nyatanya juga tidak 

dikelola dengan baik oleh pemerintah 

daerah. Dampak dari pengelolaan yang 

tidak baik ini nanrinya akan 

menyebabkan kondisi keuangan yang 

tidak berkelanjutan dan akan berujung 

pada buruknya pelayanan kepada 

Masyarakat dimasa depan. 

 
4. KESIMPULAN 

Berdasarkan latar belakang, data, dan 

hasil yang telah penguji lakukan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang 

telah dirumuskan peneliti sebelumnya 

bahwa didapatkan hasil financial health 
mencerminkan kondisi perekonomian di 

Indonesia saat ini, namun financial 

distress yang dinilai sebagai dampak dari 

adanya pandemi covid-19. Serta, financial 

sustainability belum mencerminkan 

kondisi perekonomian saat ini, yang mana 

financial sustainability diprediksi menjadi 

hal yang kuat untuk menggambarkan 

kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini 

sebagai hasil dari adanya program 

pemulihan ekonomi nasional.  
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